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ABSTRAK

Dunia kerja merupakan salah satu penggerak ekonaatu $angsa, tetapi
tidak lepas dari permasalahan yang rumit. Krisisnekni pada tahun 1997 adalah
awal krisis nasional di Indonesia. Banyak perusahaaslakukan PHK
(pemutusan hubungan kerja) sehingga mengakibatkagak pengangguran di
dalam negeri karena terbatasnya lapangan kerja.aldfasperburuhan dan
ketenagakerjaan tidak hanya terjadi di dalam nedge€asus kekerasan dan
pelecehan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang beldirjaar negeri juga banyak
terjadi. Sebagaimana halny@minate TKI wanita pada PT. Antar Bangsa Citra
Dharmaindho di Kabupaten Trenggalek merupakan $ekasus dalam dunia
ketenagakerjaan. Yakni, TKI wanita mengakhiri pgigan kerja sebelum
kontraknya berakhir. Permasalahan yang muncul demginyaterminate ini
adalah berakibat kerugian, padahal secara teknissgigaan membiayai terlebih
dahulu seluruh biaya ke luar negeri yang pengemnajia dengan cara kredit
ataupun potong gaji setelah TKI bekerja sampaisbatktu yang disepakati. Hal
ini dilakukan karena sebagian besar calon tenaga ang mayoritas wanita ini
berasal dari keluarga tidak mampu.

Permasalahan di atas menarik untuk dicermati dititdkarena progam
penempatan TKI ke luar negeri merupakan salah ssdha pemerintah dalam
menanggulangi pengangguran dan meningkatkan déegara. Dalam hukum
Islam perjanjian kerja termasuk dalam kateggtirah ‘ala al-a’mal (sewa
menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjdamgna itu penyusun
berusaha mengkaji bagaimana perspektif fikih muamahenyoroti masalah
terminate pada perjanjian kerja ini.

Metode penelitian yang digunakan bersifaeskriptif, yaitu bertujuan
memberikan penilaian terhadap persoalan penelidatapun caranya dengan
melakukan penelitian langsung di lapang&ed research). Kemudian penyusun
menganalisis permasalahan tersebut menggunakamnmestt analisa-deduktif
melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkanwata® dan Hadis juga kaidah
kaidah ushuliyah dengan tidak meninggalkan undamtgg yang berlaku.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya dalamunuKkslam maupun
hukum perdata, dibolehkan terminasi perjanjian denglasan yang dibenarkan
undang-undang (misalnya darurat, uzur, ataupun bsel@g memberatkan
lainnya). Secara umum risiko kerugian ditanggureh glihak yang menyediakan
barang, didasarkan bahwa seseorang bertanggungjasalap barang miliknya.
Demikian juga dalam hukum Islam, apabila terdapeatat atau aib pada obyek
yang diupahkan, maka akad batal. Tetapi apabilaské&an tersebut masih bisa
diperbaiki, maka perjanjian tersebut masih berkanjeskipun pelaksanaannya
tertunda. Seorang pekerjajif) tidak bertanggungjawab atas musnahnya barang
yang disebabkan karena adanya uzur. Adapun kehijggag dikeluarkan PT.
Antar Bangsa Citra Dharmaindho sebagai PerusahaagePah Tenaga Kerja
Indonesia (PPTKIS) adalah berbeda-beda disesualkagan sebab terjadinya
terminate. Solusi yang ditawarkan perusahaan tidaklah bengain dengan
hukum Islam karena berlandaskan musyawarah dau itk saling menolong.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi pada tahun 1997 adalah awal dasiknmasional di
Indonesia, yang salah satu efeknya berakibat semaiémbengkaknya
pengangguran karena terbatasnya lapangan kerjaaldhaketenagakerjaan,
dianggap sangat penting karena dijadikan salahusattan keberhasilan suatu
pemerintahan, yang artinya satu pemerintahan dégnggrhasil apabila dapat
menyediakan banyak pekerjaan bagi masyarakatnya tldak, maka
kesempatan dan lapangan kerja semakin sempit detangngka
pengangguran terus melambung.

Permasalahan terhadap tenaga kerja yang dihadagripgah saat ini
sangat kompleks. Jumlah pengangguran terus bertayaliai 10,01 juta pada
awal tahun 2008, disisi lain pertumbuhan ekonomakigignifikan dalam
menyerap tenaga kerja sehingga mengakibatkan jupdaljanggur tersebar
di seluruh daerah, baik kabupaten maupun %ota.

Setiap daerah dari pelosok sampai kota tidak leleagian masalah
pengangguran, yang mau tidak mau memaksa pemeiliatals mengambil
kebijakan strategis dan sinergis dibidang keteragaén antara pusat dan

daerah, karena krisis multidimensi yang berkepagan ini telah

! Imam Zuhdi dkk.,TKI Penyumbang Devisa Mencerdaskan Bangsa ke-2 (Malang:
Kasih Abadi, 2005), him. 6.

2 Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga, Rakornas Wilayah Timur
Program PPKK(Bali: 2008), him. 9.



menyebabkan  munculnya berbagai masalah  kependuduldan

ketenagakerjaan, yaitu dengan terjadinya PHK (PesantiHubungan Kerja)
besar-besaran di berbagai sektor industri, menyeggplowongan kerja,
sehingga mengakibatkan semakin sulit untuk memelerkésempatan kerja..

Hal ini juga bisa dilihat pada penelitian yang kiilkan Lembaga
Independen dari Jepang yang berkonsentrasi padaahdspendudukan dan
ketenagakerjaan dikawasan Asia Tenggara V@A, yang menyebutkan
bahwa tingkat pengangguran di Indonesia menempatkiag teratas di
antara negara-negara yang ada di Asia Tendgara.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untukgunangi
pengangguran adalah dengan menggalakkan progranuag®r dan
Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK), yang salamysatadalah
mengadakan regulasi penempatan tenaga kerja ke regeri, karena
penempatan tenaga kerja ke luar negeri dianggagkdanyang tepat untuk
mengurangi membengkaknya pengangguran di dalanrinBgesamping itu,
secara riill penyerapan tenaga kerja di dalam negemgalami kelesuan
sedang pada sisi lainnya penempatan tenaga ketgmdsia ke luar negeri
dapat mendatangkan devisa bagi negara yang tidiitse

Devisa bagi negara sangat besar dengan banyakragat&erja di luar
negeri, meskipun kebanyakan mereka bekerja di aelgam hanya sebagai

karyawan pabrik dan buruh. Profesi sebagai pembantah tangga berperan

% www.bps.go.id/releases/otherpress, Akses 20 N2A@8.

4 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretatiat Daerah Rsopiawa TimurKebijakan dalam
Menanggulangi Pengangguran dan Pengentasan Keraiskith Jawa Timur(Surabaya: 2006),
him. 4.



menyerap tenaga kerja karena semakin meningkatatam ketahun. Sensus
terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistitonesia (BPS) pada
tahun 2001 menyebutkan jumlah PRT di Indonesiaaxd&l70.000. Tetapi
menurut penelitian ILOIternational Labour Organizatigrnpada tahun 2002,
ada sekitar 2,6 juta PRT di Indonesia, dan mayoridari mereka adalah
perempuan dan gadis mutaedangkan yang laki-laki persentasenya tidak
lebih dari 5 persen. Dalam 1 tahun jumlahnya merdhgd00% lebih.
Begitupun yang terjadi pada tenaga kerja di luageriekebanyakan adalah
wanita sebagai pembantu rumah tangga. Sejak te@®@#2007, hampir 75 %
tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negatah wanita.

Pembantu rumah tangga biasanya datang dari daezah dan
perkotaan miskin baik dari pulau Jawa, Kalimantaaypun Sumatera. Untuk
pulau Jawa yang mempunyai penduduk terbesar kekamyrerasal dari Jawa
Timur.” Bahkan di beberapa kota kecil di Jawa Timur sepeinggalek,
Tulungagung, Pacitan, juga mempunyai penduduk pehegrja di luar negeri
sebagaimana kota lainnya. Misalnya, di Trenggalekgytergolong rendah

APBD nya, setiap triwulan tidak kurang dari Rp.7b@ajatau lebih dari 3

® Survei dilakukan oleh Universitas Indonesia darogPam Internasional untuk
Penghapusan Buruh Anak (IPEC) ILO. Lihat ILBunga-bunga di Atas Padas: Fenomena
Pekerja Rumah Tangga Anak Di Indone@tiowers on the Rock: Phenomenon of Child Domestic
Workers in Indonesig 2004. http: //www.ilo.org/ public/ english/ pemtion/ condtrav/ pdf/ 7cws.
pdf.

® http://www.bnp2tki.go.id/content/view/90/87/ aks#s Juni 2008.

7 http://www.pdii.lipi.go.id/wp-content/uploads/2D08/12 kesetaraan-keadilan-gender-
dalam-budaya-patriarkhi.pghim 80. Diakses tanggal 2 Juni 2008.



milyard rupiah setiap tahunnya dana kiriman pamsage kerja Indonesia
(Remittancpyang masuk ke Kabupatén.

Jika sebelumnya penempatan tenaga kerja Indonesiagk negeri
hanya dituangkan dalam Keputusan Menteri (Keputusimteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 104A/Men/2002), makaap#mhun 2004
penempatan Tenaga Kerja Indonesia ditetapkan deqadaratan hukum yang
lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 200tartg
perlindungan dan penempatan tenaga kerja ke lugerinai, menunjukkan
wujud keseriusan pemerintah dalam usaha meningkai&aempatan tenaga
kerja dan mengurangi pengangguran di dalam negang ysemakin
meningkat. Dengan Undang-Undang ini pula terlihatn@apemerintah lebih
melihat dampak positifnya daripada dampak negasihgy muncul dari
penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Dengandatgpemerintah merasa
bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luarimageberikan lebih
banyak manfaatnya, sehingga kebijaksanaan ini tdipestahankan bahkan
ditingkatkan.

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwiasdéiian ratus
ribu penempatan tenaga kerja di luar negeri, telrkuanya berhasil dengan

sukses, adakalanya terjadi kegagalan dalam penamp#gnaga kerja

8 Wawancara dengan Drs. Mufti Ahmadi, Kasi Penempa@rja Disnakertransos
Kabupaten Trenggalek tanggal 18 Maret 2008.

® UU No. 39 Tahun 2004. Tentang Penempatan damBerigan Tenaga Kerja ke Luar
Negeri.



Indonesia di luar negeri, yaitu yang disebut derigéifah Terminate'® yang
kasus ini terjadi di salah satu daerah yang bamekgirim TKI keluar negeri.

Terminateadalah satu keadaan di mana tenaga kerja Indofiésin
harus pulang atau putus hubungan kerja sebelum peganjian berakhir
disebabkan oleh keadaan yang tidak dikehendakimtetk User (pengguna),
PPTKIS maupun tenaga kerja Indonesia. Adajeuminatedapat terjadi dari
berbagai macam sebab diantarahya:

1. Majikan kejam, jahat, ataupun suka memukul (diskdahbnfit)

2. Head injury (Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan TKI caettp
sehingga tidak dapat kembali bekerja)

3. Majikan wafat ataupun pindah ke luar negeri

4. TKI depresi berat, stress (tidak cocok dengan majika

5. Hamil dan lain sebagainya.

Penempatan tenaga kerja di luar negeri memerlukaya lyang tidak
sedikit, sedangkan kebanyakan calon tenaga kegkaladvanita pada sektor
Nonformal sebagai pembantu rumah tangga sebagaidiaebutkan di atas
berasal dari keluarga tidak mampu. Sebagai solasiBPTKIS sebagai
Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja di luar negerbiagan terlebih dahulu

seluruh biaya yang diperlukan mulai proses awalpsaikeberangkatan calon

1% Terminate(interminatg adalah suatu istilah yang dipakai dalam dunianagakerjaan
untuk tenaga kerja Indonesia yang mengakhiri kénsebelum perjanjian berakhir. (Indonesia:
Terminasi) yang artinya pembatasan, pengakhitamus limiah PopuleRius A Partanto dan M.
Dahlan al Barry, (Surabaya: Arkola, 1994) him. 747

1 Wawancara dengan Drs. Mufti Ahmadi, Kasi Penempatarja Disnakertransos
Kabupaten Trenggalek tanggal 18 Maret 2008, kegalaTKI juga terjadi karena beberapa sebab
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004l P8s



TKI. Dengan kata lain, dalam skenario penempataagekerja di luar negeri
dibiayai oleh PPTKIS terlebih dahulu dan akan dikehkan dengan cara
kredit ataupun potong gaji setelah TKI bekerja dengerhitungan sampai
batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pilteksgnya 7 bulan
bekerja)*

Melihat dari permasalahan tersebut di atas pemuiagangkat satu
kasus terminate dengan mengadakan penelitian lapangan pada PTr Anta
Bangsa Citra Dharmaindo, yaitu sebuah perusahaagegdn tenaga kerja
Indonesia ke luar negeri yang mempunyai unit pelaga pelaksana
penempatan calon tenaga kerja Indonesia (UP3CTKIQKzesi di Kabupaten
Trenggalek, ditinjau dari Hukum Islam, karena sangazt ini dan jauh ke
depan program penempatan TKI keluar negeri masimjade pilihan
pemerintah dalam menanggulangi pengangguran danngketkan devisa

Negara.

B. Pokok Masalah
Sebagaimana uraian latar belakang di atas, bahkak g@rmasalahan
yang menjadi sentral pembahasan sekaligus pembatasesalah dalam
skripsi ini adalah “Bagaimanakaarminatetenaga kerja Indonesia wanita di

PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo dalam tinjauanunukslam?”

2 \Wawancara dengan Bpk Mislan Adi Projo, Kepala UPRCPT. Antar Bangsa Citra
Dharmaindo Trenggalek tanggal 19 Maret 2008.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa jauh kebijaksanaag giserapkan PT Antar
Bangsa Citra Dharmaindo dalam menyelesaikan magalai disebabkan
olehterminateTKI wanita di Kabupaten Trenggalek.

2. Mengetahui bagaimanakah menurut hukum Islansukadan solusi
masalah tersebut.

Adapun hasil penelitian diharapkan berguna:

1. Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi i@an baru pada
perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berketaagan bidang
ketenagakerjaan yang kaitannya dengan magelahinate TKI wanita,
serta relevansinya dengan hukum Islam mengingabrtay TKI wanita
informal beragama Islam.

2. Sebagai salah satu rujukan atau perbandindamgeenyelesaian masalah

PT lain yang bergerak dibidang penempatan tenagg ke

D. Telaah Pustaka
Sejauh pengetahuan penyusun, kajian mengenai kssugakhiran
kontrak sebelum perjanjian berakhir yang dilakukamaga kerja Indonesia
(terminatg, belum ditemukan pembahasan secara spesifik yargelaskan
kasus tersebut dan bagaimanakah penyelesaianngenakeesiko kerugian
akan timbul dengan adanyarminate yang dilakukan tenaga kerja. Secara
teoritis kontrak ataupun perjanjian ini sama dengawa-menyewa tenaga

manusia atau dalam istilah hukum Islam disebut @ewgrah ‘ala al-a’mal.



Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempddan
Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Nelfemengatur dengan jelas berbagai
hal tentang masalah TKI meliputi pengertian TKgas, tanggung jawab dan
kewajiban Pemerintah, hak dan kewajiban TKI, pelakggenempatan TKI di
luar negeri, tata cara penempatan dan perlindunfidh penyelesaian
perselisihan, pembinaan, pengawasan, badan naseEr@mpatan dan
perlindungan TKI, sanksi administratif, penyidikaketentuan pidana serta
ketentuan lainnya. Tapi fakta di lapangan menurgukkbanyak kasus
terminate yang penyelesaiannya berakhir pada kebijaksand&arKIS, di
mana setiap perusahaan pengerah tenaga kerja myampswmiusi yang
berbeda-beda karena tidak ada peraturan perundaangan yang khusus
membahas mengenai pemecah&&rminate sampai jelas siapa yang
menanggung resiko kasus tersebut terjadi.

Tesis dengan juduPerlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di
luar Negeri(Studi Kasus di PT Antar Bangsa Citra DharmaindbnoPogo)
yang disusun oleh Fahrudfn hanya membahas tanggung jawab pihak
perusahaan sebagaimana ketentuan Undang-undandogdagu. Kebijakan
perusahaan bila terjadi kasus di luar negeri beludas bagaimanakah bentuk

teknis tanggung jawab tersebut.

3 UU RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dalinéemgan Tenaga Kerja ke
Luar Negeri.

14 Fahrudin,Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di INegeri(Studi Kasus di
PT Antar Bangsa Citra Dharmaindho Ponorogo), Tedak diterbitkan, Universitas 17 Agustus
1945, Surabaya, 2006.



Pembahasan mengenai masalah ketenagakerjaan ganjiperkerja
dari beberapa skripsi antara ldelaksanaan Perjanjian Kerja bagi Tenaga
Kerja Wanita dalam Perspektif Hukum Islg8tudi kasus di PT Kusuma Hadi
Santosa Solo) oleh Siti Zulfa. Dalam skripsi inkds pembahasannya hanya
pada kebijakan dan implementasi perjanjian kerjyada pada PT tersebuit.
Skripsi karya Umi Khoiriyah yang berjudBelaksanaan Perjanjian Kerja di
PT Primissima Medari Sleman Yogyakarta dalam Perdpektkum Islam
Dalam skripsi ini hanya membahas perjanjain kegapgng dititikberatkan
pada upah untuk para pekefjaSelanjutnya skripsi, Perjanjian kerja di
Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspdktikum Islam dan
Undang-Undang KetenagakerjdaH disusun oleh Suharta. Dalam skripsinya,
penyusun tersebut menitikberatkan pada perjanjianakyang terjadi di
Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dikaitidengan hukum Islam
dan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Pembahasan lain mengenai kasus tenaga kerja dnégari pernah
dikaji oleh Jaleswari Pramodhawardani dalkesetaraan & Keadilan Gender

dalam Budaya Patriarkhi Kasus Tenaga Kerja Perempdahuar Negeri

15 Siti Zulfa, Pelaksanaan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Kerja Wamlalam Perspektif

Hukum Islam(Studi kasus di PT Kusuma Hadi Solo). Skripsikidéerbitkan. (Yogyakarta: IAIN
Sunan Kalijaga, 2001).

% Umi Khoiriyah, Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Primissima Med&ieman

Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Is|aBkripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Suma
Kalijaga, 2001).

" Suharta, “Prjanjian Kerja di Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogpata dalam

Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenag@ke”, Skripsi Fakultas Syari'ah 1AIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
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Berisi tentang beberapa kasus yang dihadapi burigram dan strategi
menghadapiny®

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, penelitizartgrkasuserminate
TKI Wanita dan penyelesaiannya belum pernah diter®leh karena itu,
penyusun tertarik untuk menjadikannya sebagai obpgekelitian kasus
terminatepada sebuah Perusahaan Pengerah Tenaga Kerjasral@wasta

(PPTKIS) PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo di Kabepdtrenggalek.

E. Kerangka Teoretik
Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia diselfakad” dalam
hukum Islant® Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakanafg atau
lebih, satu pihak berjanji memberikan pekerjaan g@émak lain berjaniji
melakukany&? Perjanjian kerja merupakan salah satu beufat/ dengan
obyek tenaga manusia. Setidaknya ada empat pokokselauah perjanjian
kerja, yaitu melakukan pekerjaan tertentu, dibawahninmh orang lain,
mendapatkan upah serta dalam jangka waktu teté@ebagaimana firman

Allah SWT:

18 Jaleswari dkk,Kesetaraan & Keadilan Gender dalam Budaya Patriarktasus
Tenaga Kerja Perempuan di Luar Negefdakarta: LIPI, 2006) lihat www.pdii.lipi.go.idfw
content/uploads/2007/08/12.pdfalah satu kasusnya juga dimuat dalam majalah Sixvdaker
Prop Jatim edisi 88 April 2008, him. 22.

19 Syamsul Anwar Hukum Perjanjian Syari’ah(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), him. 68.

29 Abdul Ghofur AnshoriPokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesiat. ke-1
(Yogyakarta: Citra Media, 2006), him. 80.

21 |bid., him. 82.
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Secara umum syarat sah sebuah sewa menyewa tenagaianatau
jjarah adalah sebagai berikit:

1. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.

2. Mengetahui manfaat dengan sempurna sesuatu yakad#an, sehingga
mencegah terjadinya perselisihan.

3. Sesuatu yang ditransaksikan (akad) dapat dimamfaatkenurut kriteria
dan realita serta tak melanggar syara’.

4. Sesuatu yang disewakan berikut manfaatnya dapeadiisan.

Ijarah tersebut berakhir dengan hal-hal sebagai beffkut:

1. Pembatalan akad.

2. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa atau padang yang
diupahkan.

3. Menurut ulama Hanafiyahjarah dipandang habis dengan meninggalnya
salah satu pihak, sedangkan ahli waris tidak mkmitiak untuk
meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulayagh tidak batal, tetapi
diwariskan.

4. Habis waktu, kecuali ada uzti.Ini berarti selesainya manfaat yang

diperjanjikan atau selesainya pekerjaan dan batasktu pekerjaan

22 Al-Qasas (28): 26
% sayid SabigFigh as-SunnalfBeirut: Dar al-Fikr, 1986), Ill: 181-187
4 Rahmad Syafe’iFigh Muamalah...hlm. 137.

% Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang mebkeib kemadaratan bagi
yang melakukan akad.
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Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal313latu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana amg atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau Iébibémikian juga menurut
Subekti, Undang-Undang membagi perjanjian untukakeédan pekerjaan
dalam tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu

2. Perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja

3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1&2@mpat, yaitu:
1. Kesepakatan kedua belah pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian kerja dan masalah ketenagakerjaan tekrgelam bidang
muamalat, agar nilai keadilan dan kemaslahatan jadyuhendaknya
mengandung prinsip-prinsip muamalat sebagai berikut
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah muketyali

bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Dilakukan atas dasar sukarela, tanpa paksaan
3. Dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan aagantian

menghindarimadarat.

% Subekti dan Tjitrosudibiditab Undang-Undang Hukum Perdateet. ke-33, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 2003), him.338.

2" Subekti,Aneka Perjanjiancet. ke-2, (Bandung: Alumni, 1977), him. 63.



4. Dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, mendgin unsur
penindasan dan penganiayén.

Apabila semua syarat safuarah dan prinsip muamalah sebagaimana
diatas dipenuhi, seandainya ada permasalahan yangult diantara
keduabelah pihak bisa diselesaikan seadil mungkiohek dapat dipungkiri
bahwa banyak sekali permasalahan dalam dunia karjg gpenyelesaiannya
tidak berpihak pada kaum buruh. Hal ini juga setergadi pada tenaga kerja
yang bekerja di luar negeri, padahal tenaga kewmresia yang bekerja di
luar negeri memberikan manfaat yang besar berupaadeagi bangsa. oleh
karena itu, mereka harus dijamin hak, kewajibarasdiberi perlindungan
hukum yang jelas.

Sesuai dengan UU No. 39 tahun 2004 bahwa setiap @alaga kerja
Indonesia ataupun tenaga kerja Indonesia yang joelkdir luar negeri
mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan muwdai pra penempatan,
masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Begitu juga dalam Islam, demi terjaminnya hak-hain degaknya
keadilan diantara manusia, maka akad harus dikmatklam menganjurkan
akad dikuatkan dengan tulisan dan saksi untuk menjaak masing-masing
orang serta menegakkan keadilan manakala terjadierpengan dan

perselisihan faharf?. Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an:

2 Ahmad Azhar BasyirAsas-asas Hukum Muamaladisi revisi (Yogyakarta: Ull Press,
2000), him. 15.

2 pasal 77 ayat (1) dan (2).

%0 Abu Ahmadi dan Ansari Umar Satangg@istem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan
Tujuan-tujuannydSurabaya: PT Bina limu Offset, 1980), him. 18B.18
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Allah juga memerintahkan agar orang yang telah dpaisat dalam
perjanjian kerja atau suatu kontrak, hendaknya saergerikat dengan
persyaratan yang telah disetujuinya, sehingga &knkerja yang telah

disetujui dilaksanakan. Seperti dalam firman-Nya:

2,5 ganll s gl | giel )l Ll
Dan apabila sudah merasa terikat, maka ada ragguiag jawab.

Tentunya merasa ridha terhadap isi perjanjian seetaperoleh hak legal juga

tidak boleh ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan &hifighiyyah:
By ole ) Lo armti g ezl o, diall 3 LY

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian yang penulis buat termasuk jenis peaelitapangan
(field research®, yaitu penelitian untuk memperoleh data langsuhg d
lapangan (dateempirig. Sedangkan penelitian ini bersifareskriptif
dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadapoplan penelitian,
penilaian dilakukan dari sudut pandang hukum IsldPenilaian itu

mengenaiterminate tenaga kerja Indonesia wanita serta kebijaksanaan

3L Al-Bagarah (2): 282.
%2 Al-Maidah (5): 1.
% Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 130.

3 saifuddin AzwarMetode Penelitiancet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991),
him. 21



yang diberikan PT Antar Bangsa Citra Dharmaindo adalp kasus

tersebut yang kemudian dibahas dan dianalisis detegai akaddan lebih

spesifik pada segi perjanjian kerjanygifah ‘ala al-a’mal)

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ineadagndekatan

normatif, yaitu solusterminatepada PT Antar Bangsa Citra Dharmaindo

akan dianalisis berdasarkan norma yang terkandalagndfikih muamalah

dan hukum Islam pada umumnya dan tidak meninggaldadang-

Undang ketenagakerjaan sebagai acuan yuridisnya.

3. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data,:yaitu

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data primer diekr dari
sumber tidak langsung berupa catatan, dokumerp, assita buku-
buku yang berhubungan dengan masalah ketenagakedjaesusnya
kasusterminate

b. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan dategan jalan
tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistemdan
berlandaskan kepada tujuan penelifaMetode ini digunakan untuk
memperoleh gambaran rinci mengenai kasewninate dan cara
penyelesaian kasus tersebut pada PT Antar Bangsa[@iarmaindo.
Dalam hal ini wawancara dengan kepala UP3CTKI PT ABtargsa

Citra Dharmaindo sebagai pemegang kewenangan dirfdbte, serta

% Sutrisno HadiMetodologi Researcltet ke-26, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), him.
193.
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Kasi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransos Tagglggebagai
pengawas yang berkompeten dalam hal penempatayatkaga
c. Kepustakaan, yaitu dengan Menelaah buku, suratrkatiarnet atau
catatan yang relevan dengan permasalahan yangdidahas dalam
penelitian.
4. Analisis Data
Dalam menganalisa serta mengolah data yang terdupgowlis
akan menggunakan instrumen analisa-deduktif, ysitatu analisa yang
bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudditarik kesimpulan
yang bersifat khusus. Jaté#rminate dalam kaitannya dengan perjanjian
kerja dengan dasar ketentuan dalam KUH Perdata ddanddJndang
Ketenagakerjaan, dianalisa dengan perspektif huksiaom, sehingga
dapat diperoleh sifat umum. Tujuannya adalah untaokngetahui
bagaimana hukum Islam menilai masal@mminate dalam kaitannya
dengan masalah perjanjian kerja menurut KUH Perdata kemudian

mencari solusinya.

G. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiari babpertama
berupa pendahuluan yang meliputi; a) latar belakdhgokok masalah, c)
tujuan dan kegunaan, d) telaah pustaka, e) kerangatik, f) metode

penelitian dan g) sistematika pembahasan.
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Bab keduamembahas konsep perjanjian dalam Islam yang nielipu
pengertian dan dasar hukum perjanjian kerja mernuwikiim Islam, rukun dan
syarat syah perjanjian kerja, hak dan kewajiban mgasiasing pihak, untuk
memperjelas pembahasan, pada sub bab terakhiradiladibat hukum dan
pemutusan akad yang mencakup daya ikat perjangianetminasi akad.

Bab ketiga membahas gambaran umum PT Antar Bangsa Citra
Dharmaindo yang meliputi: gambaran umum perusahasary mencakup
sejarah berdiri dan lokasi perusahaan, kegiatamspbaan, serta maksud dan
tujuan didirikannya perusahaan. Pada sub bab séhgaj mengenai sistem
perjanjian kerja yang dibuat perusahaan yang ntelipekanisme rekrutmen,
bentuk dan materi perjanjian, hak dan kewajibangereerja Indonesia. Sub
bab terakhir adalaterminate TKI wanita, pengertian dan penyebabnya serta
kebijakan yang diberikan PT Antar Bangsa Citra Dhamd@terhadap kasus
terminatediatas.

Kemudian pada balempat pembahasan akan dilanjutkan dengan
analisis terhadaterminate TKI Wanita serta solusi yang diberikan PT Antar
Bangsa Citra Dharmaindo dalam perspektif hukum IslAmalisis pertama
dari segi akadnya dan yang kedua mengenai sologigiderikan perusahaan.

Pada babkelima merupakan penutup dari skripsi ini. Penulis
mengemukakan kesimpulan umum yang merupakan kskapsi ini secara
keseluruhan. Hal ini sebagai jawaban atas permasalayang telah

dikemukakan serta saran-saran berdasarkan pembatiatass.
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KONSEP PERJANJIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam dan Dasar
Hukumnya
1. Pengertian Perjanjian Kerja
Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebuadaldalam

hukum Islam. Pengertiannya adalah pertemuan ijab gqibul sebagai
pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untukhinktan suatu akibat
hukum pada objeknyaAkibat hukum sebagai tujuannya mempunyai arti
maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkaa pdwak melalui
pembuatan akad tersebut. Tujuan suatu akad yarak tliernama
ditentukan sendiri sesuai dengan maksud mereka oembkad,
sedangkan untuk akad bernama sudah ditentukarasegam oleh para

fugaha Tujuan akad bernama dapat dikategorikan merijadf,l yaitu:

a. Pemindahan milik4¢-ramiik) Silad)

b. Melakukan pekerjaanf-a'mal) Jac )

c. Melakukan persekutuaakisytirak) <) &Y
d. Melakukan pendelegasiant{tafivid) <=2 ol

e. Melakukan penjaminanaf-tausiq) G gl

! Syamsul Anwar,Hukum Perjanjian Syari'ah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), him. 68.

2 Ibid., him. 70.
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Adapun perjanjian kerja dalam hukum Islam termasiakam
kategori akad bernama sewa menyewa yang dalanhistiih muamalah
disebut denganjarah. Jadi untuk membahas masalah perjanjian kerja
dalam hukum Islam berarti membahas masatats.

Menurut fugaha Hanafiyah, jjarah adalah transaksi terhadap
manfaat dengan imbalan. Menurut fukaha Syafiiyafarah adalah
transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki sejedma harta yang
bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan anktartentu. Menurut
fukaha Malikiyah dan Hanabilahjarah adalah pemilikan manfaat suatu
harta benda yang bersifat mubah selama periodeuvtaekientu dengan

imbalan®

Menurut Sayid Sabigal-ijarah berasal dari katal-ajru ( ).A;Y\)
yang berartia/- iwadu (0=.s) yang artinya ganti rugi. Oleh karena itu,
al-sawab (< 1) yang artinya pahala dinamakairu (upah). Menurut

pengertian syarajjarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat
dengan jalan penggantian. Manfaat tersebut bidaebark barang, karya,
ataupun berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang ynencurahkan

tenaga seperti pembantu dan pekérja.

% Ghufron A. Mas’adiFigh Muamalah Kontekstuatet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002), him. 182.

4 Sayyid SabigFigh as- SunnaliKuwait: Dar al-Bayan, 1968), IIl: 177
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Ahmad Azhar Basyir juga memberikan pengertiganai sebagai
suatu penggantian tentang pemakaian dan pemunasiinsuatu benda,
binatang atau tenaga manusia.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkdwéajarah
mempunyai definisi umum yang meliputi upah atas &efiaatan suatu
benda dan imbalan suatu kegiatan atau upah karetakukan suatu
aktifitas tertentu berdasar kesepakatan antar pibag berakad.

Dari segi obyeknya terdiri dari dua macam, yaitu:

a. ljarah‘ala al-a’yan: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk
benda atau binatang dhana orang yang menyewakan mendapat
imbalan dari penyewa. Misalnya sewa menyewa rumehddraan,
binatang tunggangan dan lain sebagainya.

b. Jjarah ‘ala al-a’'mal: dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan
atau buruh manusia di mana pihak penyewa membeuvigah kepada
pihak yang menyewakan.

Berdasarkan pembagianarah di atas, maka perjanjian kerja
termasuk dalam kategorjarah ‘ala al-a’mal atau dalam istilah bahasa
Indonesia disebut dengan upah mengupah, yaknibglajasa. Misalnya
bekerja untuk waktu tertentu sebagai pembantu ruadpga, karyawan

perusahaan, dan lain-lain.

® Ahmad Azhar BasyirHukum tentang Wak, ljarah dan Syirkahcet. ke-2 (Bandung:
Al Ma’arif, 1987) him. 178.

® SudarsonoPokok-Pokok Hukum Islarfiakarta: Rineka Cipta, 1992), him. 426.
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Subyek darijarah ‘ala al-a’mal terdiri dari?

a. Pihak yang harus melakukan pekerjaan disefpit Dalam perjanjian
kerja yang berkedudukan sebaggi berarti pihak pekerja.

b. Pihak yang memberikan pekerjaan disetutza jir (penyewa), dalam
perjanjian kerja berarti pihak penggursér).

Apabila dilihat dari segi jenis pekerjaan yang Isadilakukan
makaayir dapat dibedakan menjadi dua macam:

a. Ajir khas (khusus): adalah pihak yang harus melaksanakatu sua
pekerjaan tertentu dengan waktu tertentu. Peketgd@entu misalnya
buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pelayan te@kosgbagainya.
Waktu tertentu misalnya bulan, tahun dan lain saingg.

b. Ajir musytarak (umum}y: adalah orang yang bekerja menjual jasanya
kepada orang banyak dalam satu waktu, misalnyatimaenjahit,
tukang bangunan dan lain sebagainya.

Dalam jjarah seorangajir khas yang telah membuat kesepakatan
dengan musta’jir untuk bekerja pada suatu masa tertentidak
mempunyai hak kecuadijrul al-musul(bayaran yang serupa dengan yang
semisalnya) tentang perolehan di mana ia bekemja paasa tersebut.
Selama masa yang telah ditentukait; khas ini tidak boleh bekerja untuk

kepentingan pihak lain pada masa itu, jika ia ekantuk kepentingan

7 Ibid.

8 Ajir musytarak adalah orang yang bekerja untuk lebih dari saam@r mereka secara
bersama-sama saling memanfaatkan. Baggta’jir tidak berhak mencegadjir musytarak untuk
bekerja kepada orang lain. Lihat Sayyid Sabiqgih Sunnah...him. 32.
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pihak lain, maka upahnya bisa dikurangi sesuai aergrjanyd. Bahkan

ia tidak boleh bekerja untuk kepentingan pribadas@ dalam jam atau

waktu kerja tesebut, kecuafi:

a. Apabila ada izin dari pemberi pekerjaanusza’jir), seperti izin dalam
hal waktu istirahat, makan, berobat, dan lain-lain.

b. Apabila ada ketentuan adat kebiasaan seperti nalakan ibadah,
Sebagian ulama’ berpendapat bahwa ada ketentuansghyestu ajir
khas tidak dibenarkan manjalankan ibadah sunnah sepsédiat
sunnah yang dapat mengurangi waktu kerja atau dagagurangi hal
lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjasebidt.

Dalam perjanjian kerja seperti ini, terdapat katant bahwa
apabila pada waktu atau selama waktu yang telahtdkan ternyatayir
tidak melakukan pekerjaan karena tidak diberikau amemang lagi tidak
ada pekerjaan, makgir tetap berhak menerima pembayaran utuh apabila
semua dalam waktu sebagaimana disepakati kedua teilmyata penyewa
tidak membutuhkan lagi ataupun ada hal-hal yangktichenyangkut
keadaangjir yang tidak mungkin melakukan pekerjaan. Jadi laman
perjanjian harus dijelaskan, apabila tidak dijetasknaka perjajian kerja
dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaangyditerimaajir khas
tidak dapat diserahkan atau diwakilkan orang l@bab obyekajir khas

adalah diri pribadgjir sendiri secara individual.

% Ibid., him. 32.

10 SudarsonoPokok-Pokok., him. 427.



Berbeda halnya dengagjir musytarak, faktor waktu di dalamnya
bukanlah sesuatu yang mutlak harus disebutkan dp&panjian seperti
dalam ajir khusus, kecuali apabila disebutkan dalam perjanjiakni
lamanya waktu ditentukan dalam perjanjian, maka &edalah pihak
terikat oleh batas waktu tersebut. Oleh karena pabia ajir tidak dapat
melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditantdalam perjanjian,
maka mustajir berhak menuntut ganti rugi, misalnyausta’yir dapat
mengurangi ongkos pembayaran penerima pekerjaanaisetengan
ketentuan waktu yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum

ljarah sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu

manfaat. Kebolehan transakgirah didasarkan sejumlah keterangan al-

Qur’an, hadist dan ijma’ ulama. Sebagaimana firbah:
Pl 2 WS pas )l O
B il o il e g O ool ey LAu-| JB

Landasan sunnahnya:

a5 e it O b o ol oY) | glasl

1 1bid., him. 429.
12 At-Talaq (65): 6.
13 Al-Qasas (28): 26.

* lbnu Majah,Sunan Ibnu Majah(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Il: 817, hadis no4423,
“Kitab ar-Rahn, Bab al-Ujarriwayat Abdullah Ibnu Umar.
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Landasan ijma’

Mengenai disyariatkannyaarah, semua umat bersepakat tidak
seorang ulama pun yang membantah kesepakataniijm&ekalipun ada
beberapa orang yang di antara mereka berbeda pnigayang hal itu
tetapi tidak dianggalp’

Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, sepdxti Bakar
al-Asham, Ismail Ibnu Aliah, Hasan al-Basri, al-QasyaNahrawi dan
Ibnu Kaisan beralasan bahwarah adalah jual beli kemanfaatan, yang
tidak dapat dipegang (tidak ada), sesuatu yand tafda tidak dapat
dikategorikan sebagai jual beli. Di dalam menjawabdpagan ulama
yang tidak menyepaka#iarah tersebut?

Ibonu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupak tid
berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menkebiasaan (adat).
Adapun ulama figih tidak membolehkajarah terhadap nilai tukar uang
karena menyewakan itu menghabiskan materinya. Skdamglanvjarah
yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.irSéla menyewakan
uang berarti adanya kelebihan pada baraibgwi yang cenderung

mengarah pada riba yang diharamkan.

2005.

!5 sayyid SabigFigh as-Sunnah., him. 180.
'® Rahmad Syafe'iFigih Muamalah(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), him. 123.

17 Gemala Dewi dkkHukum Perikatan Islam di Indonesieet. ke-1, Jakarta: Kencana,



Menurut ulama Hanafiyahijarah adalah akad lazim® yang
didasarkan pada firman Allah switsé=lLl 65l yang boleh dibatalkan.

Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukdasatkan pada
pemenuhan akad. Sebaliknya jumhur ulama berpendagiava ijarah
adalahakad lazimyang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya
sesuatu yang merusak pemenuhannya seperti hilamgagéaat. Jumhur

ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat arQiratas’

B. Rukun dan Syarat Perjanjian Kerja
Rukun dan Syarat Sajurah
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukjmah adalahijab dan
gabul antara lain dengan menggunakan lafadzijarah, al-isti’jar dan al-
ikra. Sedangkan menurut jumhur ulama rukiinai ada empat, yaiter:
1. Pihak yang berakad, terdiri dagiir (pihak pekerja) damusta jir (pihak
pengguna yang mempekerjakan)
2. Sigat akadyaituijab dangabul (serah terima) dari kedua belah pihak.

3. Ujrah (imbalan atau upah) yang disepakati

18 pAkad Lazimadalah akad yang tidak bisa dibatalkan oleh ssdain pihak, kecuali atas
kehendak bersama. Kebalikannya adalkhd tidak lazim dalamakad lazimini masing-masing
mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian tanpsepguan pihak lain.

19 Al-Maidah (5): 1.

20 Rahmad Syafe'iFigih Muamalah.., him. 130.

2L Rachmat Syafe’iFigih Muamalah.., him. 125.
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4. Manfaat, yakni obyek sewa berupa sesuatu yang bématarDalam
perjanjian kerja yang menjadi obyek sewa beramiaga kerja atau
keahlian pekerja

Adapun untuk terbentuknya akad di atas, kedua pytag berakad
disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya Heralan dapat
membedakan. Jika salah seorang yang berakad @ua@il anak kecil yang
belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidakirmaim Syafi'i dan

Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaaligh, menurut mereka akad

anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dikgattidak salf?

Syarat sahjarah antara lairf>

1. Mu'ajjir dan musta’jir telah tamyiz, beral sehat dan tidak di bawah
pengampuan.

2. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akadanbdlal ini tidak
boleh memengandung unsur paksaan, karena dengaryaagaksaan

menyebabkan perjanjan tidak sah. Hal ini sejalangade firman Allah:
o5 0SS 0TV U b oS oSl 1SS Y 1T e &
24 S f\j

3. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur pemp baik yang

datang darigjir (pihak pekerja) atau datnusta’jir (pihak pengguna)

ataupun danmu’ajjir (pihak yang menyewakan). Dalam hal ini pihak yang

2 sayyid SabigFigh as-Sunnah..him. 180-181
ZHelmi Karim, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 863

24 An-Nisa’ (4): 29.
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berakadijarah pun dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang mamad
akan obyek yang akan mereka jadikan sasaran daauialnh, sehingga
tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak mendhkgan perselisihan
dikemudian hari.

. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sdengan realitas,
bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat ysegerti ini,
sehingga obyek yang menjadi sasaran transaksi abgetahterimakan
berikut segala manfaatnya, atau manfaat kerja yhperjanjikan dapat
diketahui dengan jalan mengadakan pembatasan waldu genis
pekerjaan yang harus dilakukan.

. Manfaat dari segala sesuatu yang menjadi obyekakain/jarah mestilah
berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang ,hdadem hal ini
berarti pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jpriserjaan yang mubabh,
halal menurut ketentuan syara’ berguna bagi pegaranmaupun
masyarakat. Dengan demikian tidak dibenarkan meweemipah untuk
sesuatu perbuatan yang dilarang agama.

. Pemberian upah atau imbalan dalgmai mestilah sesuatu yang bernilai,
baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertgatadengan kebiasaan
yang berlaku. Dan harus diketahui dengan jelas termasuldahnya,

wujudnya dan jangka waktu pembayarannya.
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C. Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak

Dengan adanya akad tertentu akan menimbulkan hakkelaajiban

terhadap kedua belah pihak yang berakad. Hak danjikewaitu timbul

setelah adanya kesepakatan (ijab gabul) terhadaptseyang diperjanjikan.

Adapun yang menjadi kewajiban pihak pekegar( dengan adanya

hubungan hukum itu adal&h:

1.

Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikafakapekerjaan itu
merupakan pekerjaan yang khas. Namun pekerjaahistu diwakilkan

apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang yntetapi dengan
syarat pewakil sanggup mengerjakan pekerjaan sebagai yang

diperjanjikan antaranusta’jir dengan pihakajir (pertama) sendiri, maka
pekerjaan tersebut tidak bisa diwakilkan.

Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.

Mengerjakan pekerjaan dengan tekun cermat dan telit

Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan keyadantuk

dikerjakannya, sedangkan apabila bentuk pekerjaarbérupa urusan,
maka wajib mengurus urusan tersebut sebagaimartamyzes

Mengganti kerugian apabila ada barang yang rusakand hal ini apabila

kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaakea@ngahannya.

% Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lublisjkum Perjanjian dalam Islartlakarta:

Sinar Grafika, 1996), him. 156.



Sedangkan halgiiryang wajib dipenuhi olemusta jir adalah?®
1. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
2. Hak atas upah atau pembayaran sesuai dengan Yaimgligerjanjikan.
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkurgekerjaan.
4. Hak atas jaminan sosial. Terutama sekali menyanglkintaya-bahaya

yang dialami oleh si pekerja dalam melakukan pelaerj

Kemudian yang menyangkut hak dan kewajiban pembekenman
adalah kebalikan dari hak dan kewajibair /pekerja sebab jenis perjanjian
kerja merupakan jenis perjanjian timbal balik han kewajiban antara hak

dan kewajiban, menyangkut kewajibaasta jir, Allah berfirman:

\

slaodll o gy oA 3 sluly OluYly Jaall L A O

s

05,55 oS (Samy a1y S

Allah  memerintahkan kepada parmausta’jir untuk berlaku adil,
berbuat baik dan dermawan kepada para Selain itu juga mengandung
pengertian bahwasanyausta jir dilarang oleh Allah untuk berbuat keji dan
melakukan penindasan, seperti penganiayaan danakpan curang.
Kewajiban seorangnusta’jir adalah memberikan upah kepag@a setelah

pekerjaannya selesai sesuai dengan waktu yangdigahanjikan.

%% |bid.

" An-Nahl (16): 90.
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D. Akibat Hukum dan Pemutusan Akad (Perjanjian)
1. Daya lkat dan Berakhirnygarah (Perjanjian Kerja)
Dengan adanya ketentuan rukun dan syarat sebagaiman
disebutkan diatas, apabila sudah terpenuhi makargen mengikat untuk
dipenuhi dan menjadi kewajiban para pihak untuk kselnakan isi dari

sesuatu yang diakadkan. Sebagaimana firman Allah:

B0 5aall gl | el 1 Ll

Dalam pelaksanaan akad tersebut tidak menutup kghkiman
adanya suatu keadaan yang memberatkan. Maksudakeagzamberatkan
disini yaitu keadaan diluar kemampuan para pihaktdgadi tidak dapat
diduga sebelumnya, serta menyebabkan pelaksanagerjsnjian sangat
memberatkan salah satu pihak dan menimbulkan laardgtal.

Keadaan memberatkan berbeda dengan keadaan memaksa
(darurat), yang merupakan suatu peristiwa yang nragrab akibat
perjanjian tidak dapat dilaksanakan sehingga p@jamnya batal.
Sedangkan keadaan yang memberatkan tidak mendaibaterjanjian
tidak dapat dilaksanakan, hanya saja pelaksanazebté membawa
kerugian yang fatal sehingga sangat memberatkan pdgk yang
bersangkutan. Di pihak lain jika terjadi suatu kesdyang membawa
kerugian yang tidak fatal, melainkan wajar dan titekpengaruh pada

pelaksanaan perjanjian, maka harus tetap melakasank&wajibannya.

%8 Al-Maidah (5): 1
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Jadi ada kriteria tertentu untuk keadaan membaraykmg dimaksud

Suatu keadaan dianggap sebagai keadaan yang mékahdyda:

a. Peristiwa yang terjadi setelah disetujuinya Peganfiakad), bersifat
umum dan tidak hanya menyangkut yang bersangkitisalnya,
gempa bumi, perang, dan terserang penyakit.

b. Tidak dapat diperkirakan atau diperhitungkan sehala. Misalnya,
ternyata majikan tempat ia bekerja tiba-tiba pindédupun bersikap
kasar.

c. Kejadian tersebut menyebabkan pelaksanaan isi a&adgat
memberatkan dan menimbulkan kerugian, tapi tidakysleabkan
pelaksanaan tersebut mustahil dilaksanakan.

Dalam kaidah ushuliyah dikatakan:
30 " *..“ ‘ 5 P RA

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa kesulitan k¢sukaran
merupakan sebab kemudahan, dan pada waktu keadaadesak
kemudahan yang memungkinkan harus diberikan.

Dari sini pula dapat dimengerti bahwa hukum Isleersifat tidak
kaku (fleksibel) bukan hanya wajib untuk memenuhsuséu, tetapi
bergerak fleksibel antara halal (bermanfaat jikeegakan), sunat (lebih

bermanfaat jika dikerjakan), mubah (subyek hukupediilahkan memilih

29 Syamsul AnwarHukum Perjanjian Syari’ah(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), him. 322.

%0 Abdul Wahab KhallafKaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fighglih bahasa
Noer Iskandar, cet. ke-7 (Jakarta: PT Raja Graffreisada, 2000), him. 337.
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mengerjakan atau meninggalkan, karena manfaatrataiarat perbuatan
sangatlah personal dan ada konsekuensinya), mdlebin bermanfaat
jika ditinggalkan), haram (berbahaya jika dikerjakaDalam rangka
mewujudkan nilai-nilai llahiah hukum Islam kedalarehidupan nyata,
fukaha mencanangkan teori tujuan-tujuan hukum Islémagasid
syari’ah). Para ahli figih merumuskan bahwa tujuan hukuranishdalah
menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirdhSsatu aspek
maaqashid syari'ah membagi tiga skala prioritas ysaling melengkapi.
Pertama daruriah (keharusan), yaitu sesuatu yang harus ada demi
kelangsungan hidup manusia. Tujuan-tujuan darumi iadalah
menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturumanhérga diriKedua
hajjiat (kebutuhan), yaitu sesuatu yang dibutuhkan demariggdungan
hidup yang jika itu tidak ada maka akan mengalagsuktan. Ketiga
tahsiniat (pelengkap), yang berarti hal-hal yang kehadiranny
memperindah pencapaian tujuan dattiri.

Fleksibelitas tersebut diatas dapat diartikan sitsduasi darurat
memperbolehkan subyek hukum untuk meninggalkamkede-ketentuan
yang berlakd? Sebagai contoh alasan mengakhiri perjanjian lesjshak
meskipun kontrak kerjanya belum berakhir termasiglajdalam kategori
keadaan tersebut, karena majikan kejam dan sukaganigya bisa

membahayakan jiwa dan harga diri tenaga kerja Inslanveanita.

3 Yudian Wahyudi Magashid Syariah dalam Pergumulan Poljtilkcet. ke-3,
(Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), Am. 2

% bid.



Dalam kaidah ushuliyah dinyatakan:

33Q\Jj.}i¢_§\ CMS Q\UJ«'@S\
Berakhirnya Akadjarah.
Akad jjarah berakhir dengan hal-hal sebagai beri}ut:

a. Pembatalan akad.

b. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa atau lpa@ag yang
diupahkan.

c. Menurut ulama Hanafiyah, jarah dipandang habis dengan
meninggalnya salah satu pihak, sedangkan ahli vidagk memiliki
hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur uldinas
tidak batal, tetapi diwariskan.

d. Habis waktu, kecuali adazur.®® Ini berarti selesainya manfaat yang
diperjanjikan atau selesainya pekerjaan dan batasktu pekerjaan.

2. Terminasi Akad (Perjanjian)
Yang dimaksud terminasi akad (perjanjian) adalabakiernya
akad karena diputus dsakh)oleh para pihak dalam arti akad tidak

dilaksanakan atau belum selesai pelaksanaannyanekaseatu sebab.

33 Abdul Wahab Khallafaidah-kaidah Hukum Islam (llmu Ushulul Figtijm. 337.

% Hendi SuhendFigh Muamalahget. ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)2007
him. 123.

3% Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang meiieb kemadaratan bagi
yang melakukan akadJzur dikategorikan menjadi tiga macam: dzur dari pihak mustajir,
seperti berpindah-pindah dalam melakukan sesudtingga tidak menghasilkan sesuatu atau
pekerjan menjadi sia-sia. 2. uzur dari pihak yaisgwla, seperti barang dari pihak yang disewa
harus dijual untuk membayar hutang dan tidak adln jdain kecuali menjualnya. Ataajir
tertimpa musibah seperti sakit yang sehingga pa&ermenjadi tertunda. 83izur pada barang
yang disewa atau barang yang diupahkan.
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Berbeda halnya dengan berakhirnya akad yang beedath selesainya
pelaksanaan akad karena para pihak telah melalsargikatan yang
timbul dari perjanjian tersebut. Adapun terminasadildiatas meilputi
empat haf® yaitu:
a. Terminasi akad berdasarkan kesepakadhigéalah)
b. Terminasi akad terkait pembayaran urbun dimuka
c. Terminasi akad karena salah satu pihak menolakksesakannya
d. Terminasi akad karena mustahil dilaksanakan
Terminasi akad tersebut tidak bisa dilakukan taaf@san yang
jelas, karena suatu akad (perjanjian) apabila telemenuhi rukun dan
syaratnya sesuai dengan ketentuan hukum, makateksbut mengikat.
Daya ikat tersebut menunjukkan arti bahwa akad bhgksaan tidak dapat
diubah sepihak dengan kehendak sepihak. Dari etepatinasi diatas
dapat diuraiakan sebagai berikut:
a. Terminasi akad melalui kesepakatan bersama
Pengertiannya adalah tindakan para pihak berdasarka
kesepakatan bersama untuk mengakhiri akad yarty dedapakati dan
menghapus akibat hukum yang timbul sehingga stpaura pihak
kembali seperti sebelum berakad. Dengan demikidmatkiukum dari
igalah (terminasi akad dengan kesepakatan) tidagehberlaku sejak
pemutusan, tetapi juga saat dibuatnya akad. idathh mempunyai

akibat hukum berlaku surut. Dari pengertian ini daplketahui bahwa

% syamsul AnwarHukum Perjanjian Syari'ah., him. 341.
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igalah bisa dilakukan dengan syarat jenis akadnya bisasakh,
adanya kesepakatan kedua pihak, serta obyek yaaladkan
musnat®’

Terminasi akad melalui urbun (uang muka)

Urbun adalah semacam pembayaran uang panjar atay ua
muka. Suatu akad yang disertai tindakan hukum panak yang
memberikan kemungkinan pihak lain untuk memutuskaad
bersangkutan secara sepihak dengan memikul kerutgeentu.
Zuhaili berpendapat bahwa kalangan ahli hukum Isteen modern,
urbun masih diperbedatkan apakah sah atau berggmtadengan
hukum Islam. Jumhur ahli hukum Islam pra modernpbedapat
bahwa urbun tidak sah. Di Indonesia, dalam fatwa De@gari'ah
nasionaldikenal juga suatu institusi seruapa urtban disebut uang
muka. Pembayaran uang muka ini dapat diberlakulkeland akad
pembiayaan murabahah anatara lembaga keuangaralsydengan
nasabahnya. Konsep urbun (uang muka) ini dikuaifsabagai ganti
rugi berdasarkan kesepkatan dengan pembayaran aavgladh
urbun3®
Terminasi akad karena tidak dilaksanakan

Dalam jjarah hal ini bisa dilakukan. Orang yang menyewakan
dapat merfasakh akad apabila penyewa tidak memenuhi

kewajibannya untuk membayar sewa, dan pekerja yamyewakan

%7 bid.., him. 341-346.

%8 |bid.., him 347-350.
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tenaganya (jasanya) dapat niasakh akad sewa menyewa apabila
pengguna jasanya tidak membayar sewanya. Dapatpdikian bahwa
alasan salah satu pihak untuk mengajukan fasalkhi therdasarkan
tidak dilaksanakannya perikatan. Tetapi sebalikhbita pihak yang
menuntut pelaksanaan akad ini sendiri lalai dalaelaksanakan
perikatannya, hal ini dapat menjadi alasan bagalpiyiang dituntut
untuk melakukan pembelaan dengan alasan yang¥ama.
d. Terminasi akad karena mustahil dilaksanakan

Akad mustahil dilaksanakan disebabkan karena adtakgar
luar yang tidak diduga seperti halnya keadaan datwvermachy, hal
yang memberatkarm@saqqoly ataupun dari pihak yang tidak terkait
dengan para pihak yang berakad, sebagaimana diaoragbelumnya.
Akibat hukum yang berlaku apabila putusnya akaderarhal-hal
demikian ini, maka para pihak yang berakad (merkmd@erjanjian)
dikembalikan pada keadaan seperti sedia kala, gaitlah-olah tidak

pernah terjadi akad.

% |bid.., him. 351-357.
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GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA
DI PT. ANTAR BANGSA CITRA DHARMAINDO
KABUPATEN TRENGGALEK

A. Gambaran Umum Perusahaan
1. Sejarah Berdiri dan Lokasi Perusahaan

PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo adalah badan hukang
memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk neegggarakan
pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia dinkegeri. Didirikan
oleh dewan direksi perusahaan pada tanggal 30 Aglis%dengan akta
nomor 34 yang memperoleh pengesahan dari Mentehakiman
Republik Indonesia dengan surat keputusannya padgal 30 September
1999 nomor: C2-20030. HT. 01. 01. TH” 99.

Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaaeraerignaga
kerja Indonesia swasta (PPTKIS). Sebelum UU No. 13 Mab004
dikeluarkan, dikenal dengan perusahaan jasa tekaga Indonesia
(PJTKI). Lokasi perusahaan berpusat di JI. PlujeRido. 132 W Jakarta
Utara 14440, dengan direktur utama Wibowo TandjurjgjaD Kantor
cabang perusahaan di JI. Diponegoro 30 Ponorogagaekepala cabang
adalah Fachrudin M.H. Adapun unit pelayanan pelaksa@nempatan
Calon tenaga kerja Indonesia berada di JI. SetyabudTrenggalek,

sebagai pimpinan perusahaan adalah Mislan Adi Projo.

! Perusahan ini memperoleh SIPPTKI karena sudah memeersyaratan sebagaimana
disebutkan pada UU Nomor 39 Tahun 2004 tentangrieaian dan Perlindungan Tenaga Kerja
ke Luar Negeri Pasal 13.
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Adapun kantor cabang memiliki kewenangan untuk:
a. Melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI
b. Melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI
c. Menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atauna penempatan
d. Menandatangani perjanjian penempatan dengam dd{l atas nama
pelaksana penempat
. Pertimbangan Didirikan Perusahaan serta Kegiatannya

Program penempatan tenaga kerja Indonesia ke kgerinpada
hakekatnya merupakan alternatif upaya bersama paater dan
masyarakat (pengusaha) untuk mengatasi masalahammggan dan
kelangkaan kesempatan kerja di dalam negeri. Pesigram ini menjadi
semakin strategis, mengingat krisis nasional yaragsim memerlukan
waktu relatif panjang untuk dipastikan kembali s&psebelum masa
krisis.

Era globalisasi yang ada juga menjadikan persaiagér bangsa
khususnya dalam bidang ekonomi dan perdaganganlitasbmodal,
barang dan jasa termasuk jasa tenaga kerja semmakimgkat, sehingga
menciptakan pasar tenaga kerja antar Negara yamgkse intensif.
Mobiitas tenaga kerja yang bertumpu pada sumbera dapanusia
berkualitas menjadi faktor penentu keberhasilantusuzangsa dalam
menghadapi persaingan global. Dalam menghadapiartgah yang
demikian maka perlu pengembangan posisi diri yaidengan

meningkatkan keunggulan komparatif sumber daya sianya dan



peningkatan kualitas PPTKIS sebagai pengelola pafekpenempatan
tenaga kerja Indonesia, sehingga dapat merebut ggelan dalam
kompetitif diantara Negara-negara pengirim tenaggk

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diaabsatasarkan
Undang-Undang dasar pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tigarBlderhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemamsiaaka PT. Antar
Bangsa Citra Dharmaindo berkeinginan membantu pataér dalam
mengatasi pengangguran di dalam negeri untuk disaiu melalui
penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan tetamberikan
perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia deoses penyiapan
dokumen sampai kepulangan ke daerah asal sesugardddeputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KERI®#A/MEN/
2002 yang merupakan peraturan dalam menjalani usdibalang
penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Adapun kegiatan yang dilakukan perusahaan meliputi:
a. Kegiatan pemasaran TKI
b. Penyediaan calon TKI
c. Negara tujuan penempatan TKI
d. Jumlah TKI yang ditempatkan
e. Jenis jabatan yang diperuntukkan kepada calon TKI
f. Sistem perlindungan TKiI

Pedoman yang dijadikan dasar dalam menjalankarateggdiatas

berdasar ketentuan yang dikeluarkan departemegddwja antara lain:
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. Undang-Undang nomor 3 tahun 1951 tentang pernydiadakunya
Undang-Undang pengawasan perburuhan tahun 1948 no 23.

. Undang-Undang nomor 14 tahun 1969 tentang keterketmmtuan
pokok mengenai tenaga kerja.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KEP. 207/MBR&(0Ltentang
sistem antar kerja.

. Undang-Undang nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor
ketenagakerjaan di perusahaan.

. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasianogieP 104/
A/MEN 2002 tentang penempatan tenaga kerja Indanksi luar
negeri.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KEP. 92/ MEB#8ltentang

perlindungan TKI di luar negeri melalui asuransi,

. Maksud dan Tujuan

PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo bermaksud membantu

pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan progrmempatan tenaga

kerja Indonesia ke luar negeri untuk mengurangigpagguran. Dalam

pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan pemerimahgan tetap

memperhatikan perlindungan tenaga kerja Indonemsmdanjaga harkat

martabat Negara dalam membuka pasar tenaga kemankgeri yang

seluas-luasnya. Tujuannya antara lain:

a. Memperluas lapangan kerja di luar negeri dan memgir

pengangguran di dalam negeri.
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b. Menciptakan kemampuan profesional dan etos kema yaoduktif
bagi TKI selama kerja di luar negeri.

c. Meningkatkan devisa Negara

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja

e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

f. Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja.

B. Sistem Perjanjian Kerja PT. Antar Bangsa Citra Dhar maindho
PT. Antar Bangsa Citra Dharmando sebagai perusapaagerah
tenaga kerja Indonesia yang mempunyai perjanjiaja lsama penempatan,
membuat perjanjian kerja terulis dengan calon ten&grja yang akan
diberangkatkan sesuai peraturan perundang-unddngabungan kerja yang
tercipta dari adanya perjanjian ini kemudian ditalekan sesuai hak dan
kewajiban masing-masing pihak, hal-hal yang perketdihui yaitu:
1. Mekanisme Rekrutmen
Dalam melakukan kegiatan penyediaan calon TKI, gaetu
Lapangan diberi tugas untuk melakukan penyuluhamdaftaran dan
seleksi, atau dapat juga calon TKI mendaftarkaindiliperusahaan secara
langsung. Penawaran kerja juga biasa dilakukan melelebaran, leaflet,
brosur, iklan disurat kabar maupun lewat gelombaatjoryang dimiliki

perusahaan. Proses perekrutan tersebut didahuhgadememberikan

2 Perjanijian tertulis antara PPTKIS dengan mitrdas#tau pengguna jasa TKI

% Dalam istilah ketenagakerjaan disebut perjanjienempatan, adapun perjanjian kerja
adalah perjanjian tertulis antara calon TKI dengengguna jasa diluar negeri.
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informasi kepada calon TKI mengenai dokumen yangréligan, hak dan

kewajiban TKI yang meliputi gaji dan keterampilamgaharus dimiliki,

situasi serta kondisi Negara tujuan.

Calon Tenaga kerja Indonesia yang direkrut syasasialah:
Minimal berusia 18 tahun
Sehat jasmani dan rohani
Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kefjarmppuan
Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus SLTP
Memenuhi persyaratan administrasi yang ditentuleangahaan

Selain syarat diatas, calon tenaga kerja wajib ilerkompentesi

kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukdmad negeri. Oleh

karena itu, perusahaan memberikan bekal pelatiega Ban ketrampilan,

antara lain:

a.

b.

Pendidikan mental kerohanian

Pengetahuan Negara tujuan mengenai budaya, situmasing) serta
Undang-Undang yang diberlakukan

Pendidikan bahasa Negara tujuan

Pendidikan keterampilan sesuai pekerjaan

Hak dan kewajiban sebagai TKI

Senam kesegaran jasmani

Cara mengatasi apabila terjadi permasalahan selaluar negeri.



2. Bentuk dan Materi Perjanjian
Perjanjian penempatan kerja antara PT. Antar BarQge
Dharmaindo dengan calon tenaga kerja Indonesiaatggt dalam suatu
perjanjian tertulis sekurang-kurangnya rangkap dlza mempunyai
kekuatan hukum yang sama. Perusahaan dan calogaté&ega masing-
masing mempunyai satu perjanjian kerja, dan wakiuadnya perjanjian
adalah setelah calon tenaga kerja bersangkutailittedalam proses
perekrutan. Hal-hal yang dimuat dalam perjanjiafipug:
a. Nama dan alamat perusahaan PT. Antar Bangsa Citeariaindo
(kemudian disebut sebagai Pihak Pertama)
b. Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, damai calon TKI
(yang kemudian disebut dengan Pihak Kedua)
c. Nama dan alamat calon pengguna.
d. Hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan pran
e. Jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI
f. Biaya penempatan yang harus ditanggung calon tetagmdan cara
pembayarannya.
g. Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian sent@a tangan para
pihak.
Adapun Materi Perjanjian yang tercantum adalahgatzerikut:
a. Pihak pertama sanggup menempatkan pihak kedua langnya

disesuaikan dengan UU No. 39 tahun 2004 pasal 7Qayat
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b. Pihak pertama bertanggung jawab atas keselamagamanan, dan
perlindungan pihak kedua sesuai dengan ketentuag lyarlaku dan
sanggup menyediakan tempat penampungan besena yarzg layak.

c. Pihak pertama bertanggung jawab atas pengurusan meoku
keberangkatan pihak kedua (paspor, visa, tiketvpmsekepesertaan
asuransi perlindungan dan rekomendasi bebas fiskal negeri),
kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asalngasasing oleh
pihak kedua.

d. Pihak kedua telah mendapatkan ijin keluarga (otalag suami atau
istri) untuk bekerja di luar negeri, dan pihak kedanggup melakukan
pekerjaan sebagai pekerja selama masa kontrak kerjangsung
sesuai dengan perjanjian kerja antara pihak kedongah pengguna di
luar negeri.

e. Pihak kedua bersedia menyelesaikan dan membayga lpeoses
penempatan sebesar rincian yang ada secara tupad&kepihak
pertama dengan memberikan kuitansi kepada pihakiskestbagai
pembayaran yang sah. Adapun rincian biaya yangkdintameliputi:

1) Biaya operasional

2) Biaya jati diri paspor

3) Transport lokal atau ke penampungan
4) Pemeriksaan kesehatan awal

5) Akomodasi selama penampungan

6) Pelatihan dan PAP



7) Pemeriksaan kesehatan akhir

8) Visa kerja

9) Asuransi perlindungan TKI

10)Tiket dan biaya manajemen perusahaan

Pihak Kedua sanggup mengikuti pendidikan dan gelatidi BLKLN
PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo, serta mengikemthi&a proses
yang dipersyaratkan untuk keberangkatan Pihak K&duaar negeri
dalam waktu tertentu.

Pihak pertama bersedia mengembalikan biaya prosegngpatan
sebagaimana tercantum, kepada pihak kedua, bagkngangundurkan
diri atau yang tidak memenuhi syarat kesehatarasetipotong biaya
penerusan dokumen dan biayadical check up, dan lain-lain sesuai
tahapan yang telah berjalan dibuktikan denganampembiayaan dan
bukti pembayaran yang sah.

Pihak kedua diwajibkan mengganti biaya yang tel&bldarkan pihak
pertama bilamana pihak kedua mengundurkan diri (vesstgsi),
dengan alasan apapun juga. Sebagaimana pasal &dakgphak
pertama

Apabila dalam batas waktu sebagaimana ditetapkaal @a pihak
kedua belum ditempatkan oleh pihak pertama, makakppertama
berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alas@nldmbatan

penempatan kepada pihak kedua.
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Apabila pihak pertama tidak dapat memberikan kegagienempatan
kepada pihak kedua, setelah terjadi keterlambagmerppatan, maka
pihak kedua berhak untuk mengadukan permasalahsebte kepada
instansi yang berwenang, dimana perjanjian penempata
didaftarkan untuk mendapatkan penyelesaian, darbilapgihak
pertama terbukti tidak mampu untuk menempatkan ké&salahan
sendiri, maka pihak pertama wajib mengembalikanrgblbiaya pihak
kedua tanpa potongan apapun.

. Pihak pertama menjamin kepada pihak kedua untulekdipakan
sebagai pekerja dengan gaji tertentu sebagaimaatur ddalam
perjanjian kerja antara pihak kedua dengan pengg(sesuali
kesepakatan)

Apabila pihak pengguna tidak mempekerjakan pihakdule
sebagaimana dimaksud ayat (1), maka jaminan pieekrpa tersebut
menjadi kewajiban pihak pertama untuk penyeleséigpada pihak
kedua.

. Kedua belah pihak telah sepakat bersama-sama mamjutinggi dan
sepakat mempertahankan nama baik Negara Indonpsidijaaterjadi
sesuatu perselisihan paham atau ketidaksesuaign desrgan alasan
apapun, Pihak Kedua bersedia pulang secara legaltidak akan
melakukan tindakan melarikan diri yang berakibat rugian
kesempatan tenaga kerja Indonesia lainnya yang dkalerja.

sebaliknya Pihak Pertama berjanji akan selalu hggiang jawab dan
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ikut berpartisipasi apabila Pihak Kedua ingin pglatau dipulangkan
melalui prosedur yang legal.

n. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaarrjamen
penempatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedu&a ma
penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandat@in oleh
kedua belah pihak tanpa paksaan dari manapun damatdiangkap dua
dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermatelaipcdan dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh masingighpghak.

. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia

Berdasarkan materai perjanjian penempatan kerjay ydibhuat
perusahaan dengan calon tenaga kerja sebagaimsebutitan, maka
terdapat hak dan kewajiban TKI yang tercantum badetiap tenaga kerja
mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

a. Memperoleh informasi mengenai pasar kerja luar meitgn bekerja
diluar negeri.

b. Memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dads@mpatan
di luar negeri.

c. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yaladsieli Negara
tujuan.

d. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dergEaturan

perundang-undangan.
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e. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan danm&ean
kepulangan tenaga kerja ke tempat asal.

f. Memperoleh kebebasan menganut Agama dan keyakinannya

g. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Kewajibannya adalah:

a. Mentaati peraturan perundang-undangan baik didalegeri maupun
di Negara tujuan.

b. Mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai mlepgganjian
kerja.

c. Membayar biaya pelayanan penempatan tenaga kelgaésia di luar
negeri.

d. Melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan k&pgada

perwakilan Indonesia di Negara tujuan.

C. Terminate Tenaga Kerja Indonesia Wanita
1. Pengertian dan Penyebabnya
Kasus tenaga kerja Indonesia di luar negeri saengdi, tetapi
penyelesaian hukumnya banyak yang merugikan b&@gjlak tahun 1994-
2007, Hampir 75 % tenaga kerja Indonesia yang lpeker luar negeri
adalah wanitd.Dalam kasugerminate yang terjadi di PT. Antar Bangsa

Citra Dharmaindo sebagai salah satu perusahaan naénd«lI, juga

* http://www.bnp2tki.go.id/content/view/90/87/ aks2% Juni 2008



banyak terjadi pada tenaga kerja wanita pada sekioformal sebagai
pembantu rumah tangga.

Terminate (terminasi) adalah istilah dalam dunia ketenagaker
yang mempunyai arti putusnya perjanjian kerja sghdtontrak berakhir,
antara perusahaan penempatan tenaga kerja Inddeegjan pekerja yang
disebabkan oleh hal-hal diluar keinginan kedualbplhak.

Sebagaimana diketahui bahwa penempatan tenagalkegaesia
di luar negeri memerlukan biaya yang tidak sediRif. Antar Bangsa
Citra Dharmaindo yang merupakan PPTKIS membiayaelérl dahulu
seluruh biaya yang diperlukan mulai proses awalpsérkeberangkatan
calon TKI. Adapun pengembaliannya dengan cara kegdiipun potong
gaji setelah TKI bekerja dengan perhitungan sanijéas waktu yang
disepakati oleh kedua belah pihak, biasanya 7 bobkkerja. Hal ini
dilakukan karena sebagian besar calon tenaga Bergsal dari keluarga
tidak mampu.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadiegainate antara
lain:®
a. Majikan kejam, suka memukul.

b. Pihak User (majikan) merasa tidak cocok denganrzeke
c. Pihak User (majikan) memberi pekerjaan yang terlzwat kepada
pekerja, diluar kemampuan.

d. Majikan di luar negeri Wafat.

® Wawancara dengan Bpk Mislan Adi Projo, Kepala UPRCPT. Antar Bangsa Citra
Dharmaindo Trenggalek tanggal 28 Juli 2008.
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e. Pihak pengguna (majikan) pindah ke negara lain.

f. Pihak majikan tidak membayar gaji dengan semestinya

g. Pekerja tidak cakap bahasa sehingga sering satfampa

h. Pekerja sakit ataupun hamil.

i. Pekerja stress dan tidak siap mental.

. Kebijakan PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo terhadapminate
Tenaga Kerja Indonesia Wanita

Putusnya hubungan kerja sebelum berakhirnya maganjien
sebagaimana keterangan diatas, menimbulkan kerigignhperusahaan,
pengguna maupun tenaga kerja Indonesia.

Ada beberapa cara yang diambil PT. Antar BangsaaCitr
Dharmaindo dalam penyelesaian suatu kdasusinate. Kebijakan yang
diambil olen PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo besbeelda sesuai
dengan faktor penyebab terjadiny@rminate. Prinsip utama yang
dijadikan acuan ialah dapat saling menguntungki&a, jnemang harus
rugi maka diharapkan dapat diminimalisir sekecilngkin atau bahkan
dihilangkan. Musyawarah dengan tenaga kerja yanginate dilakukan
perusahaan dengan menawarkan beberapa solusi, yaitu:

a. Dicarikan majikan baru
Ini dilakukan bilaterminate disebabkan karena majikan, seperti:
1) Majikan kejam, suka memukul ataupun menganiaya.

2) Majikan (pengguna) merasa tidak cocok dengan peeker|



51

3) Pihak pengguna jasa memberikan pekerjaan yang Ipeda
pekerja diluar keahliannya.

4) Majikan wafat, ataupun pindah ke Negara lain.

5) Majikan tidak membayar atau memberikan gaji semgsti

. Pekerja ditraining lagi.

Apabila terminate disebabkan karena pekerja kurang mampu
berkomunikasi sehingga sering terjadi kesalahpahaangara pekerja
dengan pihak pengguna.

. Kerugian ditanggung bersama-sama antara perusdaagrekerja.

Hal ini diterapkan apabila pekerja hamil, sakititak stress,
atau tidak siap mental dan mereka tidak mau unenkldali bekerja.

Apabila terjadi demikian maka semua biaya yang htela
dikeluarkan oleh perusahaan mulai dari trainingygoeusan dokumen
keberangkatan yang berupa paspor, sertifikat ujierkenpilan,
sertifikat uji kesehatan, visa kerja, tiket angkutadara, laut, darat),
kepesertaan asuransi perlindungan TKI, dan sukainrendasi bebas
fikal, maka ditanggung secafdty-fifty. Sehingga apabila menemui
yang demikian, baik pihak perusahaan penempatarpumapekerja
sama-sama menanggung rugi.

. Ditanggung pihak ketiga (PT. Asuransi)

Hal yang demikian diterapkan apabila pekerja meatdap

musibah atau wafat sehingga tidak dapat melanjupelterjaannya

lagi.



BAB IV
ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP TERMINATE TENAGA KERJA
INDONESIA WANITA PADA PT. ANTAR BANGSA CITRA
DHARMAINDO KABUPATEN TRENGGALEK

A. Dari Segi Perjanjian (Akad)

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakarehg atau lebih,
satu pihak berjanji memberikan pekerjaan dan piHakn berjanji
melakukanyd. Perjanjian kerja antara PT. Antar Bangsa Citra Biadmdo
sebagai salah satu perusahaan pengerah tenagalndojzesia (PPTKIS)
dengan TKI wanita, dikategorikan dalam perjanjianrbpeuhan atau
umumnya dikenal dengan perjanjian kerja. Perjankarja ini merupakan
salah satu bentuk dari tiga bentuk perjanjian umhgtakukan kerjaan, dua
bentuk perjanjian kerja yang lain adalah perjanjiatuk melakukan jasa-jasa
tertentu dan perjanjian pemborongan pekerfaan.

Dalam hukum Islam perjanjian kerja antara PPTKISgden TKI
wanita di atas, masuk dalam akédah ‘ala al-a’mal (sewa meyewa tenaga

manusia untuk melakukan suatu pekerjaan). Allanb@rfirman:

SN I IFESYP CoN NV PP CSON C0Y [P R P O

! Abdul Ghofur AnshoriPokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesiat. ke-1
(Yogyakarta: Citra Media, 2006), him. 80.

2 Sebelum UU No. 39 Tahun 2004 dikeluarkan, dikefeaigan Perusahaan Jasa Tenaga
Kerja Indonesia (PJTKI).

% Subekti,Aneka Perjanjiancet. ke-2 (Bandung,: Alumni, 1977), him. 69.

4 Al-Qasas (28): 26.

52



sl a6 oS e 0B

Apabila dilihat dari segi jenis pekerjaan yang sardilakukan,
perjanjian kerja tersebut termasuk dalayaah khas yaitu jjarah untuk
melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan waktntu berdasarkan
akad yang disepakati di antara para pihak. Dalahnhd@T. Antar Bangsa
Citra Dharmaindo selaku PPTKIS sebagmai'ajjir (pihak yang menyediakan
jasa tenaga kerja), TKI wanita sebaggir khas dan pengguna jasa TKI
wanita di luar negeriuser,majikan) adalatnusta Jjir.

Perjanjian kerja antara pelaksana penempatan téwaigaswasta (PT.
Antar Bangsa Citra Dharmaindo) dengan TKI wanitedah sesuai dengan
syarat-syarat umum untuk mencapai syarat sahnyanpan (pasal 1320
KUH Perdata), yaitu:
1. Kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. suatu sebab yang halal

Dan dalam teori fikih muamalah perjanjian ini sugaémenuhi syarat
dan rukun perjanjian. Secara umum syarat sah seiewah menyewa tenaga

manusia atawjarah adalah sebagai beriklit:

® At-Talaq (65): 6.

6 Sayyid SabigFigh as- SunnafliBeirut: Dar al-Fikr, 1986), Ill. 181-187.
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Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.

Mengetahui manfaat dengan sempurna sesuatu yakad#an, sehingga
mencegah terjadinya perselisihan.

Sesuatu yang ditransaksikan (akad) dapat dimamfaatkenurut kriteria
dan realita serta tidak melanggar syara’.

Sesuatu yang disewakan berikut manfaatnya daperatiisan.

Pihak yang berakad telah tamyiz, berakal sehataktidlibawah

pengampuan, dan tidak ada unsur penipuan.

Berdasarkan materi dan bentuknya, perjanjian letfara perusahaan

dengan tenaga kerja Indonesia ini merupakan bgweulanjian tertulis yang

sudah memenuhi standar perundang-undangan. Dalganjer kerja yang

dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya merhuat:

1.

2.

Nama, alamat perusahaan, dan jenis perusahaan

Nama, jenis kelamin, umur, alamat pekerja/buruh

Jabatan atau jenis pekerjaan

Tempat pekerjaan

Besarnya upah dan cara pembayarannya

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajibamgysaha dan
pekerja/buruh

Memulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja

Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat

. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

" Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenajgake Pasal 54 ayat (1).



Begitu juga dalam Islam, demi terjaminnya hak-hain degaknya
keadilan, maka akad harus dikuatkan dengan tulisgok menjamin hak
masing-masing pihak serta menegakkan keadilan raémakerjadi

pertentangan dan perselisihan faham. Seperti sijatadalam al-Qur'an:

55 gonme el (L1 oty ozl 13 el 301 L
Sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai sist@njian kerja
di PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindho, bahwa setagbehuhinya syarat
rekrutment, serta adanya persetujuan antara pexasgiengerah tenaga kerja
Indonesia dengan TKI wanita mengenai perjanjianakggng ditawarkah
maka perjanjian kerja tertulis yang dibuat paraakitelah sah dan mengikat
kedua belah pihak. Mereka terikat untuk melaksamdiak dan kewajiban
masing-masing sesuai dengan apa yang telah dipkajanDalam hukum

Islam pun janji haruslah dipenuhi. Sebagaimanadirmllah:

105 2aly 10 g1 1 g2el -l Leh
Dalam pelaksanaan akad (perjanjian kerja), TenagigaKindonesia
yang mayoritas adalah wanita mengalami suatu kesusinate Terminate
(interminatg adalah istilah dalam dunia ketenagakerjaan yasgponyai arti
putusnya perjanjian kerja sebelum kontrak berakhinfara perusahaan

pengerah tenaga kerja Indonesia dengan pekerjadis@igabkan oleh hal-hal

8 Al-Bagarah (2): 282.

® Sudah diatur dan harus sesuai dengan ketentuantkah dalam UU Nomor 39 Tahun
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenagakéekuar Negeri.

10 Al-Maidah (5): 1
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diluar dugaan. Sebagaimana diterangkan pada Balfaktor-faktor yang
menyebabkaterminateadalah:
1. Majikan kejam, suka memukul.
2. Pihak User (majikan) merasa tidak cocok denganrmeke
3. Pihak User (majikan) memberi pekerjaan yang terlbaérat kepada
pekerja, diluar kemampuan.
4. Majikan di luar negeri Wafat.
5. Pihak pengguna (majikan) pindah ke negara lain.
6. Pihak majikan tidak membayar gaji dengan semestinya
7. Pekerja tidak cakap bahasa sehingga sering sdtampa
8. Pekerja sakit ataupun hamil.
9. Pekerja stress dan tidak siap mental
Dikarenakan hal-hal tersebut TKI wanita memutuskaloungan kerja
secara sepihak sebelum kontrak berakternfinatg dengan alasan berat
untuk melanjutkan pekerjaan, Alasan terpaksa jugmndikan karena bila
dilanjutkan, sakit akibat penganiayaan akan bartgiwyanya dalam bahaya.
Keadaan seperti diatas jelas bertentangan dengaemtpenempatan
tenaga kerja Indonesia menurut Undang-Undang Noat3ent2004 pasaf3
sehingga terminate TKI wanita bisa dibenarkan, bahkan alasan yang
digunakan bisa dalam kategori keadaan mendesakmDadsal 1603 KUH
perdata juga disebutkan, bahwa dianggap alasan ssoti@gi buruh antara

lain:*?

1 Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerjeasgtanal dan manusiawi.

2 subekti,Aneka Perjanjiancet. ke-2 (Bandung: Alumni, 1977), him. 69.
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1. Apabila majikan menganiaya, atau menghina secaraarkaatau
mengancam si buruh.

2. Apabila majikan membujuk si buruh untuk melakukarbpatan yang
bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan.

3. Apabila terus berlangsungnya hubungan kerja bagibwiuh akan
membawa bahaya yang sungguh-sungguh untuk jiwa, h&&se
kesusilaan atau nama baiknya, sedangkan itu tidakada saat perjanjian
dibuat.

4. Apabila si buruh karena sakit atau lain sebab dikesalahannya menjadi
tidak mampu menjalankan pekerjaan sebagaimanadipaganjikan.

Menurut perspektif figh muamalat, terminasi akadgydilakukan oleh
TKI wanita di sini bisa dibenarkan karena pihatusta’jir (penyewa,
pengguna jasa) tidak melaksanakan perikatannyanDglaah, orang yang
menyewakan boleh mdasakh akad apabila penyewa tidak memenuhi
kewajibannya semisal majikan tidak membayar gajiirgga pekerja yang
menyewakan tenaganya (jasanya) dapat fasmkh akad sewa menyewa
apabila sewanya tidak dibayar. Jadi, alasan yangndigan ialah terminasi
akad karena tidak dilaksanakan. Terlebih lagi dpalmajikan kejam (suka
memukul) ataupun memberikan pekerjaan yang berang yalapat
membahayakan jiwa tenaga kerja, maka termasuk dwatégyminasi akad
karena mustahil dilaksanakan, sehingga tindakamsebet dikarenakan

masagqqotbahkan bisa tergolong uzur.
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Dalam iarah, suatu keadaan dianggap sebagai keadaan yang
memberatkan bifg:

1. Peristiwa yang terjadi setelah disetujuinya Per@anfiakad) dan bersifat
umum.

2. Tidak dapat diperkirakan atau diperhitungkan sehaita.

3. Kejadian tersebut menyebabkan pelaksanaan isisd@ght memberatkan
dan menimbulkan kerugian, tapi tidak menyebabkdakpanaan tersebut
mustahil dilaksanakan.

Adapunuzur, adalah terhalangnya suatu kewajiban sebagaimasa bi
hal ini mukin disebabkan karna keadaan mustahiksdiaakan ataupun
darurat.Uzur tersebut bisa menimpa subyek akad-@dan musta’jir) maupun
obyek akad.

Dalam kaidalushuliyahdinyatakan:

Mol glast rs g 2
B. Dari segi kebijakan (solusi) yang Ditawar kan Perusahaan
Dengan adanya pemutusan perjanjian sepihak sebelantrak
berakhir ini, maka akan menimbulkan masalah resik&ni siapa yang akan
menanggung resiko kerugian apabiéaminate terjadi. Sebagaimana yang
telah diterangkan pada Bab Il bahwa penempatargéekarja Indonesia di

luar negeri memerlukan biaya yang tidak sedikiknienya perusahaan

13 Syamsul AnwarHukum Perjanjian Syari'ah(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), him. 322.

4 Abdul Wahab Khallafiaidah-kaidah Hukum Islam (llmu Ushulul Figtilm. 337.



membiayai terlebih dahulu seluruh biaya yang digerh mulai proses awal
sampai keberangkatan calon tenaga kerja. Adapugepdraliannya dengan
cara kredit ataupun potong gaji setelah TKI bekeégagan perhitungan
sampai batas waktu yang disepakati oleh kedua Ipitei, biasanya 7 bulan
bekerja. Hal ini dilakukan karena sebagian bes#nctenaga kerja yang
mayoritas wanita ini berasal dari keluarga tidaknpa.

Perjanjian kerja dengan ketentuan tersebut sahatitbherdasar
kesepakatan perusahaan sebagai pengerah tenamadegalon tenaga kerja
Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Haljuga telah sesuai dengan
ketentuan perjanjian kerja dalam UU No. 39 Tahun 280alam Islam
keridaan dalam transaksi ataupun suatu perjanjiarupakan prinsip yang
harus dipegang, karena menentukan sah batalnya peggnjian. Hal ini

sesuai dengan kaid&lghiyah
16 5latlly ole ] Lo atomti g ezl o, aal) (3 oY)

Begitupun juga apabila dalam pelaksanaan perjanggadi hal-hal
tak terduga yang tidak diinginkan para pihak, mé#&kaggung jawab para
pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebus fmda. Dalam hal ini
terjadi kasuserminate maka resiko tidak mesti ditanggung pekegadkhag
tetapi perusahaan sebagai pihak yang menyewakanajfir) juga ikut
menanggung. Kebijakan yang diketawarkan PT. Antar Bangsa Citra

Dharmaindo untuk para TKI wanita antara lain:

15 Bab Ill Pasal 55 mengenai perjanjian kerja.

'8 Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 130.
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1. Dicarikan majikan baru

Ini dilakukan bilaterminate disebabkan karena majikan, seperti
majikan kejam, suka memukul, menganiaya, membergekerjan yang
berat, ataupun tidak membayarkan gaji semestingeusBhaan pengerah
jasa tenaga kerja menunjukkan tanggung jawabnygatiemencarikan
pengguna(user) baru yang benar-benar melaksanakan perjanjiara kerj
sama penempatdh Langkah ini sudah sesuai dengan Pasal 83 UU No. 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungargd é¢exja ke Luar
Negeri. Dalam hukum Islam majikan juga tidak bolsdmena-mena,

bahkan pembayaran upah harus diberikan sesuaijpafBya.

B e (it O 18 o ol o1 1 glae)
2. Pekerja ditraining lagi.

Perusahaan memberikan pelatihan lagi bagi paragdetkarja
Indonesia yangerminatekarena tak mampu berkomunikasi dengan baik.
Kesulitan bahasa yang dialami pekerja merupakamlatagawal terjadinya
kesalahpahaman antara pekerja dengan pihak pen@gesa Dalam UU
No. 39 Tahun 2004 Pasal 29 juga disebutkan bahwenmgatan tenaga
kerja Indonesia di luar negeri diarahkan pada g@batng tepat sesuai

dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, damakepuan. Dalam

" Perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Penggiasa yang memuat hak dan
kewajiban dalam rangka penempatan serta perlindungadi Negara tujuan.

18 |bnu Majah,Sunan Ibnu Majah(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Il: 817, hadis no443,
“Kitab ar-Rahn, Bab al-Ujarriwayat Abdullah Ibnu Umar.
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Islam, apabila dalam pelaksanaan akad terasa matkder tidaklah
berarti bahwa pelaksanaan tersebut mustahil untilkksdnakan.
Kemudahan untuk melaksanakan diberikan jika haltéigadi. Dalam

kaidahushuliyahdisebutkan:
9 ) (£ 22zl

3. Kerugian ditanggung bersama-sama antara perusdbhagrekerja
Terminateyang disebabkan karena TKI wanita hamil, tidalp sia

mental dan mereka tidak mau untuk kembali bekernymbabkan
perusahaan ikut menanggung rugi. Maka, perusahaagepah jasa TKI
menanggung separoh biaya yang dikeluarkan mulai aasmlpai akhir.
Hal ini dirasa adil karena kedua-duanya sama-saeranggung kerugian.
Dalam UU No. 39 Tahun 2004 Pasal 85 dinyatakan batpahila terjadi
sengketa antara TKI dengan pelaksana penempataswadta mengenai
pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua beldtak

mengupayakan penyelesaian secara damai dengarbeanasyawarah.
Adapun dalam hukum Islam sikap menjunjung keaddaria mencegah

kemungkaran harus ditegakkan sebagaimana firmah:Alla

N

slaodll o gy AN (63 sluly OlaYly Juadly sl 4l O
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19 Abdul Wahab KhallafKaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fighglih bahasa
Noer Iskandar, cet. ke-7 (Jakarta: PT Raja Graffreisada, 2000), him. 337.

20 An-Nahl (16): 90.
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4. Ditanggung pihak ketiga (PT. Asuransi)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahw#® Wwagi
pelaksana penempatan TKI swasta untuk mengikutsertekeaga kerja
yang diberangkatkan ke luar negeri dalam programmaasi* Sehingga
apabila terjadi kasugerminate tenaga kerja Indonesia wanita yang
disebabkan musibah atau wafat sehingga tidak dapalanjutkan
pekerjaannya lagi, maka perusahaan asuransilah yaeganggung

kerugian yang ditimbulkan.

21 UU NO. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Berlgan Tenaga Kerja ke Luar
Negeri, Pasal 68.



BAB V
PENUTUP

A. Kesmpulan

Setelah penyusun melakukan rangkaian pembahasan pada bab-bab
sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Terminatedalam hukum perdata
maupun terminasi akad dalam hukum Islam, sama-sama di perbolehkan apabila
salah satu pihak melanggar perjanjian yang sudah disepakati berdasarkan
peraturan yang berlaku. Dalam hukum Islam bisa disamakan dengan fasakh
(pemutusan). Dalam akad ijarah ‘ala al-a’mal, akad dapat difasakhpekerja
ataupun majikan sampai salah satu pihak melaksanakan perikatannya. Fasakh
yang terjadi bisa disebabkan karena akad fasid, adanya kesepakatan para
pihak, ataupun karena mustahil dilaksanakan. Pihak yang memfasakh
perjanjian menanggung kerugian yang ditimbulkan kecuali ia terbukti dalam
keadaan memberatkan dan memaksa. Menurut Undang-undang tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri, apabila terjadi
sengketa antara Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) dengan
TKI maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai
dengan cara bermusyawarah, bila tidak tercapai maka dapat meminta bantuan
instans pemerintah yang berwenang dibidang ketenagakerjaan di wilayah

setempat.
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B. Saran-saran

1. Perjanjian kerja atau perburuhan merupakan aktifitas muamalah yang tidak
dapat dihindarkan dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah
seharusnya mengatur dalam Undang-Undang secara lebih detail dan tegas
mengenai standar perjanjian yang tidak mengeksploitasi dan merugikan
kaum buruh, sehingga kasus-kasus penganiayaan dan ketidakadilan yang
terjadi pada para TKI yang bekerja di luar negeri tidak banyak terjadi
seperti sekarang. Perlindungan hukum di luar negeri juga harus ditegakkan
sehingga para majikan yang semena-mena terhadap TKI yang mayoritas
wanitaini bisadiadili.

2. Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) apabila akan
mengadakan suatu perjanjian penempatan dengan pengguna (user) diluar
negeri harus lebih berhati-hati, sehingga TKI| yang disalurkan berada pada
tempat yang aman dari kekerasan dan ketidakadilan pihak pengguna.
Apabila terjadi kasus terminate, maka pengguna jasa di luar negeri juga
harus bertanggung jawab dengan cara memberikan ganti rugi uang
sehingga TKI yang memberikan devisa sangat besar bagi negara ini bisa

dihargai sebagai pahlawan penyumbang devisa.
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Salah seorang dari kedua wanita itu berKata:bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja, Kkal
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 4
untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapatrdgg.
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Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untulkmaka
berikanlah pada mereka upahnya.
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Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebadnimgatnyal
kering.
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah ukasaling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batilalke
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
suka diantara kamu.
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Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlatil @an
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatAtah
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
dapat mengambil pelajaran.
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Hai orang-orang yang beriman, penuhiladalkad itu...
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Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan
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Keterpaksaan dapat memperbolehkan merepehall-hal
yang dilarang
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14 53 5 | Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untulkmaka
berikanlah pada mereka upahnya.

15 55 8 | Hai orang-orang yang beriman, apabila kbermu’amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hidiatis
kamu menuliskannya.

16 55 10 | Hai orang-orang yang beriman, penuhilatlakad itu. ..

17 58 14 | Keterpaksaan dapat memperbolehkan mempeltal-hal
yang dilarang

18 59 16 | Hukum asal dalam akad adalah keridhaamskieellah pihal
yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya
diakadkan

19 60 18 | Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebatungatnya
kering

20 61 19 | Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan

21 61 20 | Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berladih dan

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatAtah
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar

dan
kam

dapat mengambil pelajaran.
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diri dari hadis yang tidak shahih. Selain buku dbrg, Imam Bukhari telah
menulis sebanyak 20 buku yang antara lain adalaharikh al-Kabir (syarah
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Pada tahun yang sama pula beliau diangkat menjadigada sekolah yang sama.
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Mustalahul hadis, lIlmu Saharaf, dan Soal-Jawab akWNa Wadhih Adapun
karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan TinggaentainManusia, Kebenaran
Agama, dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam |, HulRerkawinan Islam,
Hukum Waris Islam, Asas-asas Mu'amalat, IkhtisarifFidinayat, Masalah
Imamah dalam Filsafat Politik Islam, lkhtisar Hukumtdrnasional Islam,
Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Kawin Campurop&d dan Wasiat
Menurut Islam, Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutalagn Gadai, Hukum
Islam tentang Wakaf, ljarah dan Syirkah, Aborsingigu dari Syari‘ah Islamiyah,
Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam, Garis Besstei® Ekonomi Islam,
Falsafah Ibadah dalam Islam, Hubungan Agama dan Palacamn Peranan
Agama dalam Pembinaan Moral PancasiBeliau menjadi dosen UGM sejak
tahun 1968 sampai wafat tahun 1994 dalam matahk@garah Filsafat Islam,
Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan digikan Agama Islam.
Selain di UGM, juga mengajar di Ull dan di pergurutimggi lainnya di
Indonesia.

E. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A

Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan RiRendidikan terakhir
S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, yé&arta. Tahun 1989-
1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 199Raiitford Seminary, Hartford,
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah sgjarah berdirinya PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo?

2. Apa sgakah kegiatan Perusahaaan?

3. Apakah maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan?

4. Bagaimanakah perusahaan menjalankan progamnya?

5. Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja yang dibuat perusahaan?

6. Bagaimanakah mekanisme rekrutment terhadap calon tenaga kerja Indonesia?

7. Apasgakah syarat bagi calon tenaga kerja Indonesia yang direkrut?

8. Secara mayoritas bagaimanakah prosentase calon TKI berdasarkan jenis
kelamin dan apa pekerjaan yang diberikan di luar negeri?

9. Sgjauh apakah keberhasilan realisasi penempatan tenaga kerja keluar negeri?

10. Negara mana sajakah yang menjadi tujuan calon TKI?

11. Apa sgjakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penempatan tenaga
kerjatersebut?

12. Apakah kasus terminate itu, Apa saja kasusnya?

13. Berapakali terjadi dalam tahun?

14. Faktor-faktor apa yang menyebaban tenaga kerja indonesia wanita terminate?

15. Bagaimanakah kebijakan perusahaan dalam mengatas masalah tersebut?
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